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Nomor. 4286);  
7. Undang-Undang Nomor. 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor. 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor. 4355);  

 
8. Undang-Undang Nomor. 10 tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor.4389);  

 
9. Undang-Undang Nomor. 15 tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor. 4400);  

 
10. Undang-Undang Nomor. 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4421);  

 
11. Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor. 8 tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor. 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2005 Nomor. 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);  

12. 

13. 

 
Undang- Undang Nomor. 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor. 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor. 4438);  

 

Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan 
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor. 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor. 4090);  

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 tahun 2001 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor. 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor. 4138); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor. 4139);  

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor. 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor. 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 
4503) terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 21 
tahun 2007 (Lembaran Negara Nomor. 47, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor. 4712);  

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor. 23 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 
4502);  

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 2005 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor. 49. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4503);  
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